



                                                          BAB I 
     PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Narkotika bisa disalahgunakan pemakaiannya oleh semua kalangan baik profesional, 
selebritis, birokrat bahkan Penegak Hukum, maupun Oknum TNI yang merupakan komponen 
utama dalam sistem Pertahanan Negara, dan merupakan Alat Negara yang bertugas 
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhanan kedaulatan negara, serta diharapkan 
mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan 
serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di 
Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum 
yang berlaku. 
Jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Kepala Badan Pembinaan Hukum Mayjen 
Markoni mengatakan, sebanyak 47 Tentara terlibat dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika sejak 
2013. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan 
angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, menurut laporan BNN, setiap hari 49-50 generasi 
muda kita mati karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp. 63 triliun yang 
mencakup kerugian akibat belanja narkoba. (Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak 
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2016, 26 Juni 2016, di Pinangsia 
Taman Sari, Jakarta Barat.)  
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat Negara 
yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan Negara, demi 
kokohnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya kualitas prajurit memiliki landasan 
kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran dengan terwujudnya 
prajurit TNI yang professional dengan nilai nilai kejuangan dalam pelaksanaan tugas maupun 
kehidupan sehari hari. Dalam prakteknya masih banyak oknum-oknum anggota TNI yang 
melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar sapta marga dan sumpah prajuruit serta 
hukum yang berlaku. Pelanggaran-pelaggaraan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut bahkan 
ada yang mengandung unsur pidana dan melanggar Undang-Undang seperti penyalahgunaan 




Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia Pasal 7 ayat (1)  
“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan 
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” 
Penegakan hukum bagi Anggota TNI yang diperiksa  sebagai Terdakwa pelaku tindak 
pidana umum maupun tindak pidana khusus menjalani pemeriksaan di  Peradilan Militer, hal ini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Undang-Undang Peradilan Militer 
selanjutnya disingkat (UUPM). Setiap anggota militer tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan 
hukum pidana khusus yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 
tentang Hukum Pidana Militer dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 
(KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan 
peraturan-peraturan hukum pidana lainnya. Sistematik yang digunakan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada dasarnya identik dengan sistematik yang 
digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya adalah jika dalam 
KUHP tindak pidana dibagi dalam dua buku yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan KUHPM 
hanya terdiri dari satu buku saja yang memuat tentang kejahatan (Tri Andrisman, 2010 : 32). 
Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan anggota 
prajurit yang melanggar hukum, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab 
untuk membina, menindak dan mengambil langkah -langkah hukum sesuai dengan wewenang 
tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang komandan kesatuan lingkungan. TNI tentunya 
dituntut perannya dalam membina prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur 
dalam pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai Atasan 
Yang Berhak Menghukum selaku penyidik. Dimana seorang komandan satuan atau atasan yang 
berhak menghukum dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Militer selaku penyidik 
dilingkungan TNI disamping itu ditindak lanjuti oleh Oditur Militer dan seorang komandan 
kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu: 
1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM) 




Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang 
berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu Peradilan 
Militer. Proses persidangan di Peradilan Militer juga terbuka untuk umum sama halnya dengan 
Pengadilan Negeri kecuali dalam tindak pidana kesusilaan. Dalam penegakan hukum anggota TNI 
yang melanggar hukum akan dituntut dan diadilidi pengadilan militer. Ada 4 badan pengadilan 
militer yaitu : 
1. Pengadilan Militer 
2. Pengadilan Militer Tinggi  
3. Pengadilan Militer Utama  
4. Pengadilan Militer Pertempuran 
Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai 
dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila 
terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 Kitab 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM), terhadap 
anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi 
pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan 
pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari 
dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua 
jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan 
pemidanaan bagi Anggota Militer. Selain dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang 
Narkotika, Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana tambahan seperti yang penulis uraikan 
tentunya tergantung pada Hakim Militer yang mengadili, karena Hakim Militer diberikan 
kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian 
bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak untuk berdinas kembali sebagai anggota milliter 
(untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak 
lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa 
penurunan pangkat). 
Setelah penjatuhan pidana oleh Hakim Militer masih terdapat hak yang diberikan kepada 




hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 41 huruf a  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 
tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa: 
a. Dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima 
putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat 
banding atau tingkat Kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau Kasasi atau hak 
terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan 
kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 
Seperti kasus yang terjadi di Samarinda Kalimantan, Perkara tersebut telah diputus oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 67-K/PM. I-7/AD/IX/2014 tanggal 10 
Desember 2014 yang amar Putusanya menyebutkan bahwa Memidana Terdakwa oleh karena itu 
dengan Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan; Menetapkan selama waktu Terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; beserta 
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi 
I Medan Nomor 40-K/PMTI/BDG/AD/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ammar putusannya 
berbunyi menjatuhkan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu 
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan 
menghapuskan pidana tambahan yaitu Pemecatan dari Dinas Militer. 
Terdakwa tidak menerima Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 67-K/ 
PM.I-07/AD/IX/2014. Lalu mengajukan upaya hukum Banding,  putusan Pengadilan Militer 
Tinggi Medan Nomor 40-K/PMTI/BDG/AD/IV/2015 menghapuskan Pidan tambahan Berupa 
pemecatan dari dinas militer, kemudian diajukan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer pada 
Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan 
Militer Tinggi I Medan. Berawal Terdakwa seorang anggota militer bernama Saddam, terlalu 
banyak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 
Vodka sebanyak 5 (lima) botol sehingga Terdakwa mabuk dan merasakan kepalanya sangat pusing 
dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Adi yang baru dikenal Terdakwa di tempat tersebut, sehingga 
Sdr. Adi menawarkan obat penawar mabuk dan memberikan obat dalam kemasan bungkus plastik 
kecil kepada Terdakwa pada sekira pukul 22.00 WITA pangkalan ojek yang saat itu dalam keadaan 




tersebut dan diketahui isinya sejenis kristal berwarna putih, kemudian Terdakwa menanyakan 
kepada Sdr. Adi tentang bagaimana cara menggunakan obat tersebut, kemudian Sdr. Adi 
mengatakan cara menggunakan obat tersebut cukup dibakar saja, oleh karena Terdakwa tidak tahu 
cara menggunakannya, sehingga Sdr. Adi mengatakan agar obat tersebut dicampurkan saja dengan 
Kratingdaeng lalu diminum, setelah menkonsumsi Kratingdaeng yang dicampur dengan obat 
penawar mabuk, Terdakwa merasa sulit untuk tidur dan tidak ada rasa napsu untuk makan dan 
Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat atau Narkotika lainnya selain yang diberikan oleh Sdr. 
Adi.  
Hari Jum’at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama rekan-rekan 
yang berjumlah 63 melaksanakan pemeriksaan urine di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang 
dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari RST Samarinda dan disaksikan oleh penyidik Denpom 
VI/1 Samarinda Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Diskes UPTD Labkes Samarinda 
Nomor: 445/387/NARKOBA/V/2014 dan surat dari RST Samarinda Nomor: B/67/V/2014, dalam 
Urine Terdakwa terdapat zat Amphetamin dan Metamphetamin maka orang tersebut telah positif 
memakai Narkotika, karena zat Amphetamin dan Metamphetamin adalah adalah zat stimulant yang 
terdapat pada Narkotika yang dikenal dengan nama lain sabu-sabu. bahwa perbuatan-perbuatan 
Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Berdasarkan putusan Judex Facti pada pengadilan Militer tersebut, maka terdakwa 
Saddam mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi, kemudian diajukan Kasasi ke Judex 
Juris akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 265 K/MIL/2015.  Kasasi 
menurut Harun M. Husein merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer tidak 
menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan Kasasi ke 
Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan 
yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan 
menurut ketentuan Undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun 
M. Husein, 1992: 47-48).  
Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk 




FACTI LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH 
AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 265 K/ MIL/ 
2015)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah upaya Kasasi Oditur Militer tehadap Putusan Judex Facti lebih ringan dari tuntutan 
Pidana dalam perkara Narkotika oleh anggota TNI telah sesuai Pasal 239 Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan upaya Kasasi Oditur Militer dan 
membebaskan terdakwa telah sesuai Pasal 243 Juncto Pasal 189 Undang-Undang Peradilan 
Militer? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas 
.tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melakukan maksud dari penelitian 
adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui dan menganalisis upaya Kasasi Oditur Militer tehadap Putusan Judex Facti 
lebih ringan dari tuntutan Pidana dalam perkara Narkotika oleh anggota TNI telah sesuai 
Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
b. Mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan upaya Kasasi Oditur Militer 
dan membebaskan Terdakwa telah sesuai Pasal 243 juncto Pasal 189 Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
2) Tujuan subyektif 
a. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh guna memberi manfaat bagi 
penulis sendiri serta dapat memberikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 




hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan wawasan Penulis dalam 
penelitian hukum dan pengembangan berfikir ilmiah. 
c. Menerapkan teori yang telah didapatkan penulis selama di bangku kuliah, khususnya dalam 
bidang Hukum Acara Peradilan Militer. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan peradilan militer pada khususnya.  
b. Dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan saran untuk pemahaman, pengkajian dan 
pengembangan serta penulisan karya ilmiah di bidang hukum. 
c. Digunakan sebagai bahan pendalaman dan menambah referensi bagi ilmu pengetahuan 
dalam bidang hukum khususnya dalam hal pengajuan Kasasi terhadap putusan Peradilan 
Militer.  
 
2. Manfaat praktis  
a. Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
Acara Peradilan Militer  pada khususnya. 
b. Serta penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan atau masukan ilmu utamanya dalam 
ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi orang orang yang bekerja dalam 
bidang hukum pada khususnya karena sesungguhnya kegiatan sehari hari seorang dosen 
pada fakultas hukum ,caturwangsa peradilan (polisi jaksa hakim dan advokat) serta profesi 
hukum yang bebas saperti notaris, dan kegiatan penulisan di bidang hukum,sesungguhnya 
tidak pernah lepas dari penelitian hukum. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran 
koherensi, yaitu menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, 




tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2013:47). Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, 
melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari 
penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip 
moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013:60-61). 
Berdasarkan uraian di atas maka memperoleh hasil yang diharapkan dalam penulisan 
hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. 
Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang terdiri dari badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistemik, dikaji, kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam  hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut peter Mahmud 
marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) sudah jelas bahwa 
penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud marzuki, 2014: 55-56). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. Ilmu hukum 
mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, 
universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan 
pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan 
makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 
Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang 
digunakan di dalam penelitian hukum adalah.  
a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 




c. Pendekatan Historis (historical approach) 
d.  Pendekatan Perbandingan (comparative approach)  
e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 
Menurut pendekatan, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). 
Pendekatan kasus (case approach) dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari-
cari alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya (ratio 
decidenci). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 134). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum 
tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam 
penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder.Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang 
artinya mempunyai otoritas. Bahan terkait dengan penelitian hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa 
seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi 
tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2013:181). 
a. Bahan Hukum Primer 
Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis 
meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini: 
1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer /Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) 
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer? 





4) Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
7) Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 67-K/PM.I-07/AD/IX/2014 
8) Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 40-K/PMTI/BDG/AD/IV/2015  
9) Putusan Nomor 265 K/ MIL/ 2015 
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder meliputi Hasil Karya Ilmiah dan penelitian-penelitian 
yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi 
maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 195-196). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan Bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 
Bahan Hukum dalam suatu penelitian. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (library research) atau studi 
dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku literatur, mencatat buku–buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta artikel-artikel penting dari media internet dan 
erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan 
hukum ini, untuk kemudian dikategorisasikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan 
dan permasalahan penelitian. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode 
silogisme melalui pola berpikir deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, 
penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian setelah 
itu diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
consclusio (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89). 
Premis mayor dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan yang relevan 




Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Sedangkan premis minor yaitu fakta hukum dalam putusan 
Mahkamah Agung Nomor 265 K/MIL/2015. Dari premis mayor dan premis minor saling 
dihubungkan dapat ditarik konklusi, bahwa upaya Kasasi Oditur Militer Tehadap Putusan 
Judex Facti lebih ringan dari tuntutan Pidana dalam perkara Narkotika oleh anggota TNI tidak 
sesuai syarat materiilnya karena berkaitan dengan berat ringannya pidana. Terlepas dari alasan 
tersebut  karena Judex Facti salah menilai terdapat unsur kesengajaan telah sesuai Pasal 239 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya 
Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan upaya Kasasi Oditur Militer Membatalkan 
Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 40-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015 tanggal 
11 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 67-
K/PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014 kemudian Mengadili Sendiri Menyatakan 
Terdakwa Saddam, Prada, NRP. 31110447500589, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, Membebaskan Terdakwa dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, 
kedudukan adalah sesuai 243 Juncto Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer. 
F. Sistematika Penulisan Hukum  
Sistematika penulisan hukum harus sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta 
untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti 
menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab di mana 
tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 
mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 




  Bab ini Penulis menjelaskan bahan kepustakaan yang digunakan  berupa  teori-
teori pendukung dan penelitian dan pembahasan masalah penelitian. Bab ini 
dibagi ke dalam sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kajian 
teoritis dalam tinjauan pustaka meliputi tindak pidana, Narkotika dan pengaturan 
tindak pidana penyalagunaan    narkotika, putusan hakim. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini penulis menguraikan  menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu 
tentang pengaturan  tindak  pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam 
penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan hukum hakim militer dalam tindak 
pidana penyalahgunaan  narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam 
Putusan Nomor 265 K/  MIL/ 2015. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari 
keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat 
penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan 
hukum ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
